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i 

 

ABSTRAK 

 

Gina Fitria : Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Pertambahan 

Nilai dengan E-faktur 3.2 Berdasarkan Asas Ease of 

Administration Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang 

Dua 

Pembimbing : Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Modernisasi Sistem Administrasi 

Pajak Pertambahan Nilai dengan E-faktur 3.2 Berdasarkan Asas Ease of 

Administration di Kota Padang. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Padang Dua yang beralamat di Jl. Pemuda No 46, Kota Padang, Sumatera 

Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif, karena pada penelitian 

ini peneliti mendeskripsikan dan menceritakan suatu fakta, fenomena-fenomena 

yang terjadi pada saat sekarang. Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga 

diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada pada KPP Pratama Padang Dua. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan pajak PPN melalui 

aplikasi e-Faktur dari tahun 2018-2022 mengalami pencapaian target yang 

bervariasi. Hal ini disebabkan karena implementasi e-Faktur masih terdapat 

beberapa kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak. 

Oleh karena itu, membuat implementasi e-Faktur 3.2 perlu ditinjau dari asas ease 

of administration yang mana konsep pada asas ini memberikan kenyamanan dan 

kemudahan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, saat 

pengimplementasian PKP masih merasakan kendala saat penggunaan e-Faktur 3.2 

sehingga jika ditinjau dari asas ease of administration masih belum sepenuhnya 

terpenuhi. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu sumber pendapatan negara yang menjadi andalan pemerintah 

Indonesia adalah pajak. Penerimaan pajak memegang peran penting sebagai 

penyumbang terbesar sumber penerimaan negara dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang-Undang No.16 

tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 

1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Mengingat pentingnya peran penerimaan pajak terhadap penerimaan 

negara, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus 

berupaya melakukan reformasi yang komprehensif dibidang perpajakan. 

Pada tahun 1983 pemerintah melakukan reformasi kebijakan untuk pertama 

kalinya dengan melakukan perubahan sistem pemungutan dari Official-

Assesment System menjadi Self-Assesment System. Sistem ini memberikan 

hak kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri jumlah pajak yang terhutang. Selain itu, reformasi administrasi pajak 

pada tahun tersebut memperkenalkan sistem pemungutan PPN yang 

menggantikan sistem pemungutan Pajak Penjualan. (www.pajak.com).

http://www.pajak.com/
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Dalam mencapai target penerimaan PPN, salah satu komponen yang 

harus diperhatikan adalah faktur pajak. Menurut Mardiasmo (2016:40), 

“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) 

atau Jasa Kena Pajak (JKP)”. Dalam penerapannya, Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) dapat mengkreditkan input tax atau yang disebut Pajak Masukan (PM) 

dengan output tax atau yang disebut Pajak Keluaran (PK) dalam Masa Pajak 

yang sama menggunakan faktur pajak. 

Penerbitan faktur pajak di Indonesia masih menggunakan media kertas 

hingga tahun 2014. Proses administrasi faktur pajak berbasis kertas masih 

sulit dilakukan pengawasan sehingga menimbulkan penyalahgunaan faktur 

pajak, antara lain faktur pajak diterbitkan oleh non-PKP, faktur pajak ganda, 

dan faktur pajak fiktif. Berdasarkan pada SE 132/PJ/2018, faktur pajak fiktif 

adalah faktur pajak yang dibuat tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau 

yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP.   

Pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi disektor 

perpajakan terus dilakukan pemerintah untuk menjamin kepatuhan wajib 

pajak. Salah satu penyempurnaan sistem informasi pajak atau modernisasi 

sistem perpajakan yang dilakukan yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) 

mengganti faktur pajak berbasis kertas dengan e-Faktur. Aplikasi e-Faktur 

memberikan manfaat bagi PKP berupa kemudahan dan kenyamanan karena 

tidak perlu mencetak faktur pajak dan tidak lagi membutuhkan tanda tangan 

basah. Hal tersebut didukung dengan adanya QR Code yang berperan 
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sebagai tanda tangan digital serta berfungsi untuk menunjukkan keaslian 

faktur pajak. (www.pajakku.com). 

Aplikasi e-Faktur diimplentasikan secara bertahap, yaitu pada 1 Juli 

2014 untuk beberapa PKP yang ditunjuk oleh DJP. Lalu, pada 1 Juli 2015 

aplikasi diimplementasikan untuk seluruh PKP yang ada di Pulau Jawa dan 

Bali. Selanjutnya, pada 1 Juli 2016 diimplementasikan secara nasional. Lalu 

pada tahun 2020, e-Faktur 3.0 dirilis dan pada awal tahun 2022 DJP merilis 

e-Faktur 3.1 sebagai bentuk update dari aplikasi sebelumnya. 

Kota Padang merupakan Ibukota yang menjadi pusat perekonomian 

yang dijadikan sebagai sumber pendapatan terutama dari sektor pajak. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Padang Dua sebagai tempat penelitian karena KPP merupakan 

salah satu instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai lembaga Pemungut 

PPN oleh Mentri Keuangan. PKP dapat membayar atau menyetor pajak 

melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik menggunakan aplikasi 

e-Faktur. Berikut adalah data jumlah wajib pajak yang terdaftar melakukan 

Pembayaran PPN secara elektronik menggunakan e-Faktur. 

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Menggunakan e-Faktur 

atas Penerimaan PPN Pada Tahun 2018-2022 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KPP Pratama Padang Dua 

Tahun 

Pajak 

Realisasi e-Faktur 

2018 3.382 

2019 3.706 

2020 3.852 

2021 3.078 

2022 2.549 

http://www.pajakku.com/
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Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah wajib pajak PPN 

yang membayar pajak melalui e-Faktur mengalami peningkatan dan 

penurunan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran PPN di KPP 

Pratama Padang Dua. Terutama pada tahun 2021-2022 yang mengalami 

penurunan jumlah wajib pajak, hal ini disebabkan karena penerapan e-

Faktur masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan 

seperti aplikasi yang terkadang error sehingga PKP memilih untuk 

melaporkan pajak secara tatap muka di KPP Pratama Padang Dua. Oleh 

sebab itu KPP Pratama Padang Dua terus berupaya untuk melakukan 

pembenahan terkait sistem aplikasi e-Faktur agar dapat mencapai tujuan 

dari diluncurkannya aplikasi e-Faktur ini. 

Pada tahun 2022 tepatnya bulan April, sesuai pengumuman No. PENG-

7/PJ.09/2022 mengenai implementasi nasional aplikasi e-Faktur versi 3.2. 

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyeragaman sistem administrasi yang 

berkaitan dengan perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Pengenaan 

tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan, BAB IV Pasal 7 Ayat (1) tentang PPN. 

Beberapa jenis barang dan jasa tertentu dikenakan PPN baru sebesar 11%, 

seperti kripto, layanan fintech, pembelian mobil bekas, LPG non-subsidi, 

akomodasi perjalanan keagamaan, paket internet, dan layanan perbankan. 

Sementara itu, beberapa barang dan jasa, seperti barang kebutuhan pokok, 

jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan jasa keuangan, 

tidak dikenakan tarif PPN baru. 
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Dalam aplikasi e-Faktur 3.2 terdapat beberapa fitur baru yaitu fitur 

perbaikan bug pada nomor dokumen pendukung dan penambahan kode 

transaksi 05 pada faktur keluaran. Dengan adanya penyempurnaan aplikasi 

menggunakan e-Faktur 3.2 ini diharapkan dapat memberikan kemudahan 

dan kenyamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Namun berdasarkan data KPP Pratama Padang Dua penggunaan e-Faktur 

3.2 menurun. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait implementasi 

modernisasi sistem administrasi perpajakan e-Faktur 3.2. Untuk 

pengamanan penerimaan pajak perlu ditinjau dari asas-asas pemungutan 

pajak. Dalam hal pemungutan pajak tersebut terdapat asas yang harus 

diperhatikan dan dipenuhi di dalam sistem pemungutan pajak. Menurut 

(Rosdiana dan Irianto, 2014), terdapat 3 (tiga) asas sistem perpajakan yang 

baik, antara lain revenue productivity, equality, dan ease of administration. 

Asas revenue productivity adalah asas yang menekankan agar pemerintah 

memperoleh pendapatan, namun dalam implementasinya pemungutan pajak 

harus memenuhi asas keadilan untuk pemerintah dan masyarakat. 

Sedangkan asas equality yaitu dalam pemungutan pajak, negara harus 

menyesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan yang diperoleh WP. 

Maka dari itu asas tersebut tidak cocok dengan implementasi e-Faktur 3.2.  

Pada penelitian ini penulis menggunakan asas ease of administration 

karena dalam implementasi e-Faktur erat kaitannya dengan tujuan 

memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi PKP dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. Asas ease of administration memiliki beberapa 
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unsur, yaitu asas certainty (kepastian), asas efficiency (efisiensi), asas 

convenience (kemudahan), dan asas simplicity (kesederhanaan). Selain itu, 

permasalahan yang terjadi dalam implementasi e-Faktur diantaranya biaya 

kepatuhan serta penyalahgunaan faktur pajak. Sehingga berdampak 

terhadap penurunan penerimaan jumlah wajib pajak pada tahun 2021-2022. 

Berikut adalah data realisasi penerimaan pajak dan PPN. 

Tabel 2 Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak dan Penerimaan PPN 

Tahun 2018-2022 di Kota Padang 

 

Sumber: KPP Pratama Padang Dua (telah diolah kembali) 

Berdasarkan tabel 2 diatas, pada tahun 2018-2022 PPN memberikan 

kontribusi hampir mencapai 24% untuk penerimaan pajak. Tetapi pada awal 

tahun 2021, penerimaan PPN menurun sebesar 23,39% dengan total jumlah 

penerimaan Rp1.051.784.454.515 akibat dampak pandemi Covid-19 yang 

terjadi pada tahun 2020. Maka dari itu pemerintah melakukan stimulus 

dalam rangka mengurangi dampak pandemi Covid-19 yang masih belum 

mereda yang diakibatkan oleh lemahnya perdagangan akibat terbatasnya 

aktivitas perekonomian sehingga menyebabkan turunnya penerimaan PPN. 

Oleh sebab itu KPP Pratama Padang Dua terus berupaya melakukan 

pembenahan terkait sistem aplikasi e-Faktur agar dapat meningkatkan 

penerimaan PPN di Kota Padang. 

Tahun Jumlah Penerimaan Pajak Penerimaan PPN Persentase PPN 

2018 1.078.740.487.419 382.600.217.366 26,18% 

2019 1.058.430.290.957 272.035.602.657 20,45% 

2020 1.061.768.009.806 350.024.124.092 24,79% 

2021 1.051.784.454.515 321.181.467.180 23,39% 

2022 1.064.113.714.480 319.566.742.885 23,10% 
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Melihat dari penomena di atas, penulis ingin mengetahui kelebihan dan 

kekurangan e-Faktur 3.2 dan implementasi modernisasi sistem administrasi 

PPN dengan e-faktur 3.2 ditinjau dari asas ease of administrasion di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua dalam meningkatkan penerimaan 

pajak PPN. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian Tugas Akhir dengan judul “Analisis Modernisasi 

Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dengan e-Faktur 3.2 

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, 

maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana kelebihan dan kekurangan e-faktur 3.2 dibandingkan 

dengan versi sebelumnya ditinjau dari asas Ease of Administration di 

KPP Pratama Padang Dua? 

2. Bagaimana modernisasi sistem administrasi PPN dengan e-faktur 3.2 

ditinjau dari asas Ease of Administration? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui:  

1. Kelebihan dan kekurangan e-faktur 3.2 dibandingkan dengan versi 

sebelumnya di KPP Pratama Padang Dua.  
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2. Modernisasi sistem administrasi PPN dengan e-faktur 3.2 ditinjau dari 

asas Ease of Administration. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari penelitian tugas akhir ini adalah 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis dibidang perpajakan terutama dalam Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan juga aplikasi e-Faktur 3.2, serta syarat untuk menyelesaikan 

tugas akhir, dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md). 

b. Bagi Universitas 

Sebagai bahan perpustakaan yang akan digunakan oleh para mahasiswa 

fakultas ekonomi dalam proses mempelajari pembuatan Tugas Akhir, 

khususnya dalam bidang perpajakan.  

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Padang Dua 

Sebagai bahan masukan yang berguna dalam meningkatkan kinerja dan 

pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua terutama 

dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui sistem elektronik. 
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BAB V  

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) E-Faktur 3.2 pada KPP Pratama Padang Dua memberikan kelebihan 

berupa adanya fitur tarif 11%, fitur dokumen pajak yang dipersamakan 

dengan Faktur Pajak, fitur perbaikan bug nomor dokumen, fitur kode 

transaksi 05 faktur keluaran memudahkan PKP dalam hal pemenuhan 

hak dan kewajiban perpajakannya. Terdapat juga fitur baru lainnya yang 

dapat membantu PKP, yakni Sinkron Kode Cap pada aplikasi e-faktur 

3.2 sehingga dapat mengamankan penerimaan pajak. Namun juga 

terdapat permasalahan yang terjadi yaitu server yang error dan spek 

khusus atas device yang harus dipakai. 

2) Implementasi e-faktur 3.2 jika ditinjau dari asas ease of adminsitration 

masih belum sepenuhnya terpenuhi. Secara prosedur penggunaan e-

faktur 3.2 sudah cukup pasti ketika digunakan. Tetapi, masih terdapat 

permasalahan seperti ketidakpastian bagi PKP ketika terjadi kehilangan 

data. Belum adanya efisiensi yang maksimal dari implementasi e-faktur 

3.2 karena masih terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan PKP 

untuk mencetak faktur pajak, aksesibilitas jaringan ke server DJP yang 

masih mengalami permasalahan error menjadikan waktu pengerjaan 
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menjadi terhampat, sehingga berdampak terhadap psikologis 

penggunanya. Jika dilihat dari kenyamanan dan kesederhanaan, PKP 

sudah cukup merasakan kenyamaan dan kesederhaan dalam e-faktur 3.2.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa 

saran dan rekomendasi yang dapat dilakukan, diantaranya sebagai berikut: 

1) Salah satu kekurangan yang masih dirasakan oleh PKP dari awal 

implementasi sistem faktur pajak berbasis elektronik 3.0 sampai dengan 

e-faktur 3.2 di KPP Pratama Padang Dua adalah permasalahan sistem 

yang terkadang mengalami error. Perlu adanya perbaikan sistem tersebut, 

sehingga tidak mengambat PKP ketika menggunakan e-faktur 3.2. 

Pengawasan DJP terhadap sistem faktur pajak berbasis elekronik sudah 

berjalan dengan cukup baik. Tetapi, DJP juga tetap perlu memperkuat 

dan meningkatkan sistem tersebut agar permasalahan penyalahgunaan 

faktur pajak fiktif yang sebenarnya dapat benar-benar teratasi, sehingga 

KPP Pratama Padang Dua dapat mengamankan penerimaan pajak 

khususnya PPN. 

2) Perubahan sistem e-faktur dari sekedar menciptakan faktur digital 

menjadi faktur elektronik dengan menitikberatkan data flow dapat 

mengeliminasi biaya-biaya sehubungan penggunaan kertas, pengiriman, 

serta pemeriksaan yang masih dilakukan manual. Perlu perbaikan server 

untuk memperkuat aksesibilitas PKP ke KPP Pratama Padang Dua juga 
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harus diperkuat dengan menambahkan infrastruktur disertai dengan 

memperkuat tingkat keamanan data. 
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